
 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH 
KOTA TANGERANG SELATAN 

No. 20,2021 PEMERINTAH            KOTA            TANGERANG         SELATAN. 

Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021.  

 

PROVINSI BANTEN 
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN 

NOMOR 20 TAHUN 2021  

TENTANG 

PENGURANGAN KETETAPAN  

 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2021  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA TANGERANG SELATAN, 

Menimbang  : a. bahwa pengurangan ketetapan pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2021 telah 

diatur dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan 

Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pengurangan Ketetapan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Tahun 2021, telah berakhir pada bulan april                    

Tahun 2021; 

b. bahwa wabah Corona Virus Desease 2019 merupakan 

bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas 

ekonomi dan produktivitas sektor tertentu sampai                   

di tingkat daerah, maka Peraturan Wali Kota 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan 

penyesuaian; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan 

Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan Tahun 2021; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi 

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4935); 

SALINAN 
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PARAF HIERARKI  PARAF HIERARKI 

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESRA   WAKIL WALIKOTA  

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA   SEKRETARIS DAERAH  

 

PARAF HIERARKI  HARMONISASI DAN SINKRONISASI 

KEPALA BAPENDA   KASUBAG PPHD  

   ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH  

 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 

(COVID–19) (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6487); 

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi 

Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Tahun 2018 Nomor 34); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 249); 

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/Menkes/249/2020 tentang Penetapan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah 

Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota 

Tangerang Selatan, Provinsi Banten Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19); 

9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan                           

Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 07, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan 

Nomor 0710) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan                           

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan 

Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Tangerang Selatan Nomor 77); 
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PARAF HIERARKI  PARAF HIERARKI 

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESRA   WAKIL WALIKOTA  

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA   SEKRETARIS DAERAH  

 

PARAF HIERARKI  HARMONISASI DAN SINKRONISASI 

KEPALA BAPENDA   KASUBAG PPHD  

   ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH  

 

10. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan                            

Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Berita Daerah Kota Tangerang Selatan                                  

Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota 

Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota                             
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Berita Daerah Kota Tangerang Selatan                                   
Tahun 2014 Nomor 38); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN 

KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN 
DAN PERKOTAAN TAHUN 2021. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan. 

4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 
disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, 
dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali 

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, 
dan pertambangan. 

5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai 

suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau 
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 

6. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender. 
7. Pajak Yang Terutang adalah PBB-P2 yang harus dibayar pada suatu saat, 

dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
Daerah. 

8. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah 
penyakit Corona Virus 2019 yang disebakan oleh Corona Virus jenis baru 
yang diberi nama SARS-COV2. 
 

Pasal  2 

Pengurangan Ketetapan PBB-P2 Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberi 
insentif kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Yang 

Terutang selama masa pandemi COVID-19. 
 

Pasal 3 

Pengurangan ketetapan PBB-P2 Tahun 2021 bertujuan: 

a. meningkatkan pendapatan Daerah dari sektor PBB-P2; dan 

b. membantu Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang 
sedang mengalami kesulitan ekonomi selama masa pandemi COVID-19. 

 




